
 

 

 

 

 

 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH 
 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
 

NOMOR  44 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH 
TAHUN 2014-2019 

  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana juncto Pasal 31 Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa 
Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2014-2019;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi  Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-

Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844);  



 

 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4723); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4828);  



 

 

 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 7); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah  

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 

4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 10); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 

2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di 

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2009-2029  (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018  (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 

65); 

18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Penanggulangan Bencana; 
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA 

PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH 

TAHUN 2014-2019. 
 

Pasal 1 
 

 

Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019 yang 
selanjutnya disebut RPB merupakan dokumen perencanaan yang bersifat lintas 
sektor  sebagai panduan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam 
penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk jangka waku 5 (lima) tahun. 

 



 

 

Pasal 2 
 

(1) RPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai 
berikut: 

a.  BAB I : Pendahuluan; 
b.  BAB II : Gambaran Umum Kebencanaan; 
c.  BAB III : Analisis Risiko Bencana; 
d.  BAB IV : Kebijakan Penanggulangan Bencana; 
e.  BAB V : Upaya, Program Dan Fokus Kegiatan; 
f.  BAB VI : Monitoring Dan Evaluasi; 
g.  BAB VII : Penutup. 

    
(2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
 

 
Pasal 3 

 

RPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan hasil analisis risiko 
bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program 
kegiatan penanggulangan bencana. 

 
Pasal 4 

 

RPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) 
tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana. 
 

Pasal 5 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal  16 Juli 201423 Mei 

2014 

 

  GUBERNUR JAWA TENGAH, 

ttd 

    

GANJAR PRANOWO 

 

Diundangkan di Semarang 

pada tanggal 16 Juli 2014 

 

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

               JAWA TENGAH, 

 ttd 

     

    SRI PURYONO KARTOSOEDARMO 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 44 



 

 

 


